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MENTERI I-IUIWM DAN HAT< ASASI MANUSIA 
NEPUBLIK INDONESIA, 

Menimbnng: 

Mengingat: ' 

bahwa untuk rneloksanakm ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Hukum clan Hak Asasi Mmusia tentang Tata Cara 
Pendaftaran untuk Memperoleh Kewmganegnrann Republik Indonesia 
Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewganegaraan Republik 
Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); - 2 

2- Peraturan Menteri Hulmm dan Hak Asasi Manusia Nomor: ~ : 0 3 1 ~ ~ . 0 7 . 1 0  
' Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Ke rja Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusin; 

PERATURAN MENTLRI IIUKUM DAN HAIC ASASI MANUSIA 
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN UNTUIC MEMPEROLEH 
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BF2UlASARK.N 
PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN 
REPUBLIIC DIDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG- 
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 'IlWTANG IaEWARGANEGARAAN 
REPUBLII< INDONESIA. 

BAB I 
ICETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud'dengan : 
1. Anak adalah anak yang lahir sebelum Undang-Wndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum benlsia 18 tahun atau belum kawin. 



2. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan kellilangan 
Kewarganegataan Republik Indonesia sebelurn Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Repub Ii k Indonesia diundangkan karena tidak melaporkan diri ke  Perwaki Ian 
Republik Indonesia. 

3. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsutat Jenderal 
Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia. 

4. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani rnasalah Kewarganegaraan Republik 
Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Kantor Wilaynh Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

BAI? XI 
TATA CARA PENDAFTARAN BAG1 ANAK UNTUK MEMPEROLEH 

ICEWARGANEGARAAN Rli:PUBLII< INDONESIA 

Pasal 2 

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk rnemperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah : 

a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu 
warga negara asing; 

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga 
Negara Indonesia; 

c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu wargn negara asing yang diakui 
oleh seorang ayah Warga Negari Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan 
sebelurn anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; 

d. An& yang dild~irkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari scorang ayah dan ibu 
Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat an& tersebut dilahirkan 
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; 

e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia I B  
(deiapan belas) tahun dan beIurn kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang 
berkewarganegaraan asing; dan 

f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum ben~sia 5 (Iima) tahun diangkat secara sah sebagai 
anak ole11 warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. 

Pasal 3 

(I) Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan 
rnengajukan permohonan secara tertulis ddam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup. 

(2) Permohonan pendaftman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimnna dimaksud 
dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada 
Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerj&a meliputi tempat tinggal anak. 

(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud . 
dalam Pasal2 yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada 
Menteri melalui Kepala Perwnkilan Republik Indonesin yang wilaynh kerjanya meliputi lcrnput 
tinggal anak. 

(4) Dalarn hal di negara tempat tinggal an& sebagaimana dimthud pada ayat (3) belum terdapat 
Perwakilan Republik Indonesia, maka pemohonan pendaitaran dilakukm melalui Kepala 
Perwakilan Republik Indonesia terdekat. 

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalarn tasa l3  sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama lengkap, alarnat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wati anak; 
b. nama lengkap, tempat dan tanggal Iahir serta kewarganegaraan kedua orang tua; 
c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan 

11ukum kekelunrgaan anak dcngan orang tua; dnn 



d. kewarganegaraan anak. 
(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan : 

a. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau 
Perwakilan Republik Indonesia; 

b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin; 
C. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan 

oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; dan 
d. pas foto an& terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar. 

(3) Selain lampiran sebagairnana dimaksud pada ayat (2) : 
a. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte 

perkawinanhuku nikah atau kutipan akte perceraian/surat tdaldperceraian atau 
keterangadkutipan akte kernatian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat 
yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; 

b. bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan 
atau penetapan pengadiian tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; 

c. bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik 
Indonesia hams melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan 
oleh pejabat yang berwenang; dan 

d. bagi anak yang belum wajib memiliki karh~ tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah 
negara Republik Indonesia melampirkan fotokopi k n m ~  keluarga orang tua yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

(4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formuIir 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri ini. 

(1) Pejabot atau Perwakilan Republik Indonesia memcriksa kelengknpnn pennohonan pendunam 
sebagaimma dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. 

(2) Dalam ha1 permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Pejabat 
atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada orang 
tua atau wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. 

(3) Dalam hat permohonan pendaftaran telah dinyntakan lengkap Pejabat atau Perwakilan Republik 
Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada 
Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan 
pendaftaran diterirna. 

(4) Pengembalian permohonan pendaitaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian 
permohonan pendaftaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud pa& ayat (3) menggunakan 
bentuk formulii sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Menteri ini. 

Pasal6 
4 

( I )  Menteri memeriksa kelengkapan pennohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasd 5 
ayat (3) dalarn waktu paling lambat 14 (empat belas) hari ke j a  terhitung sejak tanggal permohonan 
pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. 

(2) Dalam ha1 permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 belum lengkap, Menteri 
mengembalikan permohonan pendaftaran sebagaimana diaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada 
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permollonan pendaftaran dnlam 
waktu paling lambat 14 (empat belns) hari kerja lerhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran 
diterima untuk dilengkapi. 

(3) Dalarn ha1 permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan 
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik 
Indonesia. h 



(1) Keputusan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibunt dnlam rangkap 3 (tiga), dengan 
ketentuan : 
a. rangkap pertarna diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui Pejabat atau Perwakilan 

Republik Indonesia; 
b. rangkap kedua dikirirnkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; 

dan 
c. rangkap ketiga dishpan sebagai arsip Menteri. 

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada 
Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat I4 (empat belas) hari kerja 
terlutung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. 

(3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan Keputusan Menteri sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( I )  huruf a kepada orang tua atau wali anak yang rnemohon pendaftaran paling 
Imnbat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima. 

Pasal 8 

(1) Permohonan pendnftaran anak sebagaimana dimaksud dalnm Pasal 2 llanya dapat diproses apabila 
telah diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lantbat 
pada tanggal 1 Agustus 20 10. 

(2) Dalam hal permohonan pendafbran anak sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara 
lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia mefalui pos hanyn dapat dipproses 
apabila stempel pos pengirirnan tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010. 

BAB rn 
TATA CARA MEMPEROLEH KEMI3ALI 

KJ3WARC;ANEGARAAN RJ?,PUBLIK 1NI)ONESIA 

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Iuar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 
(lima) tahun atau lebih tidak melaporkan di kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah 
kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundan&an dapat memperoleh kembali 
kewarganegaraannya den@ mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling 
lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan pnda. 

Pasal 10 

(I) Pendaftam diri sebagairnana dimaksud dalam Pasal9 diajukan oleh Pemohon dengm mengajukan 
permohonan secam tertulis dalam bahasa ,Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada 
Penwakilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal Pemohon. 

(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama lengkap, alamat tempat tinggal Pemohon; 
b. ternpat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan Pemohon; 
c. pekerjnan Pemohon; 
d. jenis kelamin Pemohon; ' 

e. status perkawinan Pemohon; 
f. nama isteri/suami Pemohon; d m  
g. nama anak Pemohon yang belurn berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. 

(3) Permohonan p e n d a h n  sebagaimma dimaksud pada ayat (1) hams dilarnpiri dengan : 
a. fotokopi kutipan akte kelahiran, swat kenal lahir, ijasah, ntnu surat-surat lain yang membuktikatl 

tentang kelahiin Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia; 
b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bdifat  paspor, atau surat-swat lain yang 

diiahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah 
menjndi Warga Negara Indonesia; 



c. Fotokop~ kut~pan akte perknwinanbuku nikah atnu kutipan akte perceraindsunt talaWperceraian 
atau kutipan akte kenlatian isterilsuami Pemohon yang d~sahkan ole11 Pemaktlan Republik 
Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atsu cerai, 

d fotokopi kubpan akte kelahiran anak Pemohon yang belurn berusia 18 (detapan belas) tahun dcln 
belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia; 

e. pemyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Ncgara RepubIik Indonesia Tahun 1945 dan &an 
membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan 
negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas; 

f pemyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan 
asing yang dirnilikinya apabila memperoleh Kewarganegataan Republik Indonesia; 

g. dafiar riwayat hidup Pernohon; dan 
h. pasfoto Pernohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) Iembar. 

(4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir 
sebagairnana tercantum dalam [ampiran lV Perahvan Menteri ini . 

(5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f menggunakan bentuk formulir 
sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini. 

Pasal 11 

(1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia merneriksa kelengkapan permohonan pendafttiran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling Iambat 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal permohonan pendaftem diterima. 

(2) Dalam ha1 permohonan pendaftaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 belum lengkap, Kepala 
Perwakilan Republik Indonesia mengcmbalikan permohonan pendattaran kepada Pemohon &lam 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari ke j a  terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran 
diterima untuk dilengkapi. 

(3) Dalarn ha1 permohonan pendaftam telah dinyatakan lengkap Kepala Perwakilan Republik 
Indonesia menyampailan permohonan pen- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada 
Menteri dalm waktu paling lambat 14 (ernpat belas) hri kerja terhitung sejak tanggal permohonan 
pendaftsran diterima. 

(4) Pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian 
permohonan pendaftartin kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rnenggunrtkan 
bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII d m  VIII Peraturan Menteri ini. 

(1) Menteri merneriksa kelengkapan pemyataan sebagaimana dimaksud dalam P a d  11 ayat (3) dalam 
waktu paling larnbat 14 (ernpat belas) hari keja terhitung sejak langgal.pernyataan diterima dari 
Perwakilan Republik Indonesia 

(2) Dalam h d  pennohonan pendaftarm sebagaimana dimakrmd dalam P d  11 ayat (3) belum lengkapI 
Menteri mengembalikan permohonan pendaftarm kepada Perwakilan Republii Indonesia yang 
menyampailcan permohonan pendaftaran dalam waktu pftling lambat 14 (empat belas) hari ke j a  
terhitung sejak tanggal permohonan pendaftarm diterima untuk dilengkapi. 

(3) Dalam ha1 penohonan pendaftarm telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan 
memperoleh kembdi Kewarganegaman Republik Indonesia dalam waktu paling Iambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Perwakilan Rqublik 
Indonesia. 

Pasal 13 

(1) Keputusm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 
ketentuan : 
a. rangkap pertama disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia; 
b. rangkap kedua dikirimkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan 
c. rangkap ketiga dishpan sebagai arsip Menteri. 

(2) Kepala Perunkilan Republik Indonesia memberitahukan kepada Pernohon Keputusan Menteri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam waktu paling lambnt 14 (empat belas) hari ke j a  
terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri. 



(3.) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mtmuat pemberitahuan tencang 
kewajiban Pemohon untuk rnenyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat 
keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling 
h b a t  14 (empat belas) har~ kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterirna oleh Pemohon. 

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  huruf a disampaikan oleh Kepala Perwakilan 
Republik Indonesia kepada Pemohon setelah Pemohon rnenyerahkan tanda terima pengembalian 
dokumen atau surat-swat keimigrasian negara asing kepada Kcpala Perwakilan Republik Indonesia. 

(5) Kepala Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentay penyerahan Keputusan 
Menteri sebagnimana dimaksud pada ayat (4) dalarn waktu paling lambat 14 (ernpat belas) hari 
kerja terhitung sejak tanggal penyerahan Keputusan Menteri kepada Pemohon. 

Pasal 14 

Menteri mengumumkan nama orang yang telah nlemperoleh kernbdi Kewarganegaraan Republik 
Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) &lam Berita Negara Republik Indonesia. 

(1) Penohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud ddam Pasal9 h y a  dapat diproses apabila ttlah 
diajukm secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 
1 Agustus 2009. 

(2) Dalam ha1 permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam P a d 9  diajukan secara lengkap 
kepada Kepala Perwakilan RepubIik Indonesia meldui pos hanya dapat diproses apabila stempel 
pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2009. 

BAB W 
KETJZNTUAN PENUTUP 

Dalam rangka kelancam, ketertiban dan kecennatan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri 
rnernbentuk d ~ n  menugaskan Tim Kerja sesuai kebutuhan. 

Pasal 17 

Peratufan Menteri ini rnulai berhku pada tanggal ditetnpkan. 

Ditetapkan di Jakarta 



Perihal : Permohonan Pendaftam Anak 
untuk Memperoleh 
Kewarganegaraan 
Republik Indonesia 

Lampiran 1 
l'ernruran Menter~ Hukum dm Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nornor M.O1-I-Z.03.0 1 Tahun 2006 

Tanggal 26 September 2006 

................ . . . . . . . . .  1) 

Ihpada 
Y th. Menteri I-I~lkum 

dnn Halc Asasi Manusin 
Republik Indonesia 
n~elaIui 
Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusial 
Kepala Perwakilan Republik Indonesia 
d i- 

Yang bertanda tangan dibnwah ini : 

1. Nama Lengkap 

2. Alamat Tempat Tinggal 

3. Adalah ayah/ibu/wali dnri anak ') 

Nama Lengkap 

Jenis Kelornin 

Tempat tanggal lnhir 

Status perkawinan anak : bclum kawin 

Kewarganegaram anak 

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah diui : 

- Ayah 

Nama lengkap 

Tempat tanggal lahir : 

Kewarganegaraan : 

Alarnat tempat tinggtll : - 

- Ibu 

Nama lengkap 

Tempat tanggal lnhir : 

Kewarganegarann : 

A l m t  tempat tinad : 



yang dilalxirkan di luar perkawinan yang sah/diak~ri/diangkat ole11 . 

- Ayah 

Narna lengkap 

Tempat tanggal lahir 

Kewarganegaraan 

Alamat tempat tinggal : 

- Ibu 

Nnma lengkap 

Tempat tanggal lahir 

Kewargmegaraan 

Alamat tempat tinggal : 

berdasarkan penetapan pengadilan . . . ') nomor ... tanggal ... bulan . . . tahun ...; 
dengm ini mengajukan permohonan pendaftarm untuk memperoleh Kewarganegaraan 

Rcpublik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasat 41 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006. 

Untuk melengkapi permohonan pendafiaran ini kami lampirkan : 

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 

atau Perwakilan Republik Indonesia; 

2. surat ptrnyataon dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin; 

3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; 

4. pas foto anak terbaru benwuna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (emm) lembar; 

5. fotokopi kutipan akte perkawinanhuku nikah atau kutipan akte perceraianlsurat 

tnlaklperceraian atau keterangankutipan akte kematian salah seorang dari orang tua 

anak yang disahkan ole11 pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik 

Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah; 

6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan 

anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenmg atau Penvakilan Republik 
4 

Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat; 



wmta aEiXlg yspng dis$bk;rrrl oleh *j;akt yatag 

ai f 7 taR3.m kmmpt ringgal dI wiiayah 

8. h b p i  ie- kelw@a cw%aa$ rn @ag di&l&m ole$ gei a t  pa&@ bwewng bgi 

@m& yang b & k  wajb m i K % i  tamfa +zs$uk yang b-p Pinggal bi 

" &hi tempst, wnggd, Mm, &la G&"n suwt d%mc 

-k p g  ti&k pwb; 

'' hgi d b@rtsmpat tbg@ di wilayeh negara Republik Indonesia diisi nama penwlan 

wged tempst tin@ m&, bagi am& ymg bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik 

Endmeda diid nema ge@dan s d  deagan ketentuan di negan ternpat tin-1 anak. 

DAN WAK. ASASI MANUSU 



Lampiran I1 
Peraturnn Menteri [-Iukum dan I-Iak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nolnor M.01-tIL.03.01 Tahun 2006 

Tanggal 26 September 2006 

Nomor 
Lampiran : 1 (satu) budel berkas 
Perihal : Pengembalian 

Permohonan pendabran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
di- 

Menunjuk pertilohonnn pelldahran Saudara tanggal ... bulan ... tahun .. ., 
setelah karni lakukan pemcriksnan tcrnyata permohonan yang Saudara ajukan belum 

lengkap. Sehubungan dengnn itu bersamn ini kaini Icembalilcan permohonan pendaftman 

Saudara. 

PerrnoI~onan pendaftam11 dapat diajukan kembali apabila telah mernenuhi 

kelengkapan sebagai berikirt : 

1. fotokopi kutipm akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat ynng berwenang 

atau Perwakilan Republilc Indonesin; 

2. surnt pemyatam dari orang tua atau wali bnhwa anak belum kawin; 

3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang mllsih berlaku yang 

disahkan oleh pejabat yang bewenang stau Perwakilan Republik Indonesia; 

4. pas foto anak terbaru berwarna uki~lan 4x6 crn sebanyak 6 (ennrn) Iernbar, 

5. fotokopi kutipan akte perkawinmdbuku nikah ntau kutipan okte percerrtian/surat 

talaWperceraian amu keterangankulipan akte lcernatian =[ah seorang dnri orang tua 

anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenmg afau Perwakilan Republik 

Indonesia bagi anak yang Iahir dari perkawinan yoi~g sah, 

6. fotokopi kutipan ;Ate pengnkuan alau penetapsn pngsdilan tcntang pengangkatnn 

anak yang dihkan oleh pejabat yang herwenaog atnu Perwakilan Republik 

Indonesia bagi an& yang diakui atau yang diangkal; 

7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara s i n g  ya@ disahkan oleh pejabat yang 

berwenang bagi, anak yang sudah ben~sin 17 tahun danj bertempat tinggal di wilayah 

negara Republik Indonesia; dan 



8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan olell pejabat yang berwenang bagi 

anak yang belurn wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di  

wilayah negara Republik Indonesia. 

Permohonan pendaftaran tersebut hendaknya diajukan kembali dalam waktu 

secepatnya mengingat permohonan pendaftaran hanya dapat diproses apabila telah 

diajukan secara lengkap paling lambat tanggal 1 Agustus 201 0. 

Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan Mak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
.................. J 

Kepala Perwakilan Republik Indonesia 

Catatan : 

'I diisi ternpat, tanggal, b u l q  dan tahun surat dibuat; 

diisi nama dan alamat orang tuatwali yang mengajukan permohonan. 

MANUSIA 



Lampiran 111 
Peraturan Menteri Hulmrn dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nomor M.0 1-HL.03.01 Tahun 2006 

Tanggal 26 Scptember 2006 

ICOP SURAT 

Nomor 
Lampiran : I (satu) bundel berkas 
Perihal : Penyampaian 

Permohonan pendaftaran 

. .  ... ... ... ... ..., ... '.. ... 1 )  

Kepada Yth. 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusin 
Republik Indonesia 
di- 
Jakarta 

Menunjuk permohonan pendaftaran Sandara . . . tanggal . . . bulan . . . tahun . . . , 
bersama ini karni sampaikan permohonan pendaftaran untulc memperoleh 

Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal41 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 atas nama : 

yang dilarnpiri dengall : 

[I]  fotokopi kutipan akte kelal~ran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 

atau Perwakilan Republik Indoncsin; 

[2] surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak bel~un kawin; 

[3] fotokopi kartu tnnda penduduk atau pnspor orang tua anak yang masih berlaku yang 

disahkan oieb pejabat yang berwemng atau Perwnkilan Republik Indonesia; 

[4] pas foto an& terbaru berwarnn ~~kuran 4x6 crn sebanyak 6 (enam) lembar; 

[5] fotokopi kutipan ukte perkilwin[ln/buku nikal~ aluu kutipn akte pcrceraidsural 

talaklperceraian atau keternngdutipan akte kemntik salah seomg dari orang tua 

anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik 

Indonesia bagi anak yang lahir dari perhwinan yang sah, 

[GI fotokopi kutipan akte p e n d u a n  atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan 

anak yang d i s a h ~  ole11 pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik 

Indonesia bagi anak yang diakui atau yang dimgkat; 

[7] fotokopi karh~ tanda pendudilk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah 

negnn Republik Indonesin; dnn 



[8] fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat ymg berwenang bagi 

anak yang belum wajib merniliki kartu tanda penduduk yang bertempat linggal di 

wilayah negara Republik Indonesia. 2, 

Menurut pemeriksaan karni berkas permohonan tersebut telah mernenuhi 

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Nukurn dan HAM RI 

Nomor . . Tahun 2006. 

Kepala Kantor Wilayah 
Departernen Hukurn dan HAM RI 

..................... ,I 
Kepala Perwakilan RI 

Catatan : 

') diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat; 

2, [ ] agar diberi tanda d sesuai dengan dokurnen yang dilampirkan sebagai kelengkapan 

permohonnn pendaftaran. 

AN HAK ASASI MANUSIA 



Lampiran IV 
Perat~uan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nornor M.O1-HL.03.01 Tahun 2006 

Tanggal26 September 2006 

: Permohonan Kepada 
Memperoleh Kembali Yth. Icepala Perwakilan Republik Indonesia 
Kewarganegaraan Republik Illdonesic? di- 

2\ 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama lengkap 

2. Alarnat tempat tinggal 

3. Tempat dm tanggal lahir 

4. Pekerjaan 

5. Kewarganegaraan 

6. Jenis kelamin 

7. Status Perknwinan 

8. Nama Isteri/suami 

9. Nama anak yang belum 

berusia 18 tahun dan belum kawin 

dengan ini mengajuhn permohonen pendnftaran untuk memperoleh kembali 

Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal42 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006. 

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya.lampirkan : 

I. fotokopi lcutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasdl, atau surat-surd lain yang 

membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang disalikan oleh Perwakilan Republik 

Indonesia; 3, 

2. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain 

yang distlhkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa 

Pemohon pernah menjadi Warga Negnra Indonesia; ') 

3. fotokopi kutipan akte pcrkawinnn/bul<u nikah atau ltutipan nkte perceraiadsurat 

talawperceraian atau kutipan akte kematian isterifsuami Pemohon yang d i s a h  

oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau ctrai; ' 
4. fotokopi kutipan akte kelahirnn anak Pemohon yang belum berusia I8 (delapan 

belas) tahun dan belum kawin yang disahbn oleh Perwakilan Republik Indonesia; 

5. pernyataan t e d i s  bahwa Penlohon akan getia kepada Negam Kesatuan Republik 

Indonesia, Pancnsila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan akan rnembelanya dengan sungguh-sungguh serta'akan menjalankan 



L S 

kewiijiban yang dibcbanknn nognra sebngal Wargil Negaril Indonesia dengnn ~t~l i t s  

dan ikhlas; ') 

6 ,  pernyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan 

kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila rnernperoleh Kewarganegaraan 

Republik Indonesia; 5, 

7. daftar riwayat hidup Pemohon; dan 

8. pasfoto Pemohon terban~ berwarna ukuran 4x6 cni sebanyak 6 (enam) lernbar. 

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat d i k a b u l h .  

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

I-Iormat saya 

Pemohon, 

meterai dengan tanda tangan 

(nama lengkap) 

Catatan : 

'' diisi tempat, tmggal, bulan, dan tahun peimohovlan dibuat; 

diisi alamat Perwakilan Republik Indonesia di tempat permahonan diajukm; 

') Iampirkan salah satu dokumen yang dimiliki; 

4, pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalarn lampiran V; 

pernyataan dibuat sesuai dcngan mntoh dalam lampiran VI. 



Larnpiran V 
Peraturan Menteri Mukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nomor M.0 I -HL.03.01 T a h ~ ~ n  2006 

Tanggal 26 September 2006 

PERNY ATAAN 

KESETIAAN TERHADAP NEGARA ICESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Narna 

Ternpat, Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin @ Laki-laki 

Peke jaan 

, 

@ Perempuan 

Alamat di luar negeri 

dengan ini m e n y a t a b ~  bahwa soya akan melepaskan seturuh kesetiaan saya kepada kekunsann mink 
rnengakui, hlnduk, dnn setia kepnda Negtlra Kesatuan I<epublik Indonesia, I'nncasiln, dan Undang- 
Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh- 
sungguh serta akan rnenjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga 
Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalarn keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpn 
tekanan dari pihak manapun. 

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . - *) 
Yang menyatakan, 

Meterai dan tanda tangan 

Catatan : 
*) diisi dengan ternpat, tanggal, bulan, dm tahun pernyataan dibuat. 

HAK ASASI MANUSIA 



Lampiran VI 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nomor M.0 1 -HL.03.01 Tahun 2006 

Tanggal26 September 2006 

PERNYATAAN 

KESEDIAAN MENANGGALKAN ICEWARGANXGARA4N ASING 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Tempat, Tanggal Lahir 

Jenis Kelarnin 

Pekerjaan 

Alamat di luar negeri 

dengnn ini rnenyatakm dengan sungguh-sungguh . bahwa saya bersedia menanggatkan 
kewarganegarnan asing yang saya miliki apabila permohonnn saya untuk memperoleh kembdi 
Kewarganeganan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2006 
dikabulkan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalarn keadaan sehat, baik jasmani maupun mhani dan tanpa 
tekanan dari pihak manapun. 

... ... ... ... ... ".) .... ... ... ... *) 
Yang menyatakan, 

Meterai dan tanda tangan 

(narna tengkap) 

Catatan : 
" diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dm tahun pernyataan dibunt. 



Lampiran VII 
Peraturan Menteri I-Iukurn dan Haac Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nomor M.O1 -HL.03.01 Tahun 2006 

Tanggal 26 September 2006 

ICOP SURAT 

Nomor 
Lampiran : I (satu) bundel berkas 
Perihal : Pengembalian 

Permohonan pendaftaran 

...)... - 4 .  
I )  ............ ...... 

Kepada Yth. 
2) 

........................... 
di- 

Menunjuk permohonan pendaftomn Saudara tanggal ... bulan ... tahun .. ., 
setelah kami lakukan pemeriksaan teinynta permohonan yang Saudara ajukan belum 

lengkap. Sehubungan dengan itu bersan~a ini kami kernbalikan permohonan pendaftaran 

Saudara. 

Permohonan pendaftarnn dapat diajukan kembali apabila telah rnemenuhi 

kelengkapan sebagd berikut : 

1. fotokopi kutipan akte kelahiran, suret kenaI lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang 

membuktikan tentang kelahiran Pemohon yling disahklin oleh Perwakilan Republik 

Indonesia; 

2 ,  fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain 

yang dihkan  oleh Pe~lakila~i Ilepublik Indonesia yang dapat rnembuktikan bahwa 

Pemohon per& menjadi Wargn Negara Indonesia; 'I 

3. fotokopi kutipan akte pelkawinadbuku nikal~ atau kutipan akte perceraian/surat 

talaWperceraian atau kutipan akte kernation isterils~lami Pemohon yang disahkan 

oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pernohon yang telah kawin atau cerai; ') 

4. fotokopi lmtipan akte kelahiran anak Pemohon yang belurn berusia 18 (delapan 

belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia; 

5. pernyataan terhllis bahwa Pe~nohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dascu Nqara  RepubIik Indonesia Tahun 

1945 dan akan membelanya dengan su~lgguh-sungguh serta akan menjalankan, 

kewajiban yang dibebanknn negarn sebagai Warga Negara Indonesia den- tulus 

dan ikhlns; ') . 
6. pmyataan tertulis dari Pemol~on bahwa Pemohon bersedia menanggalkan 

kewarganegaraan wing yang dimilikinya apnbila memperoleh Kewarganegaraan 

Republik Indonesia; ') 
n 



7 daftar riwayat hidup Pemohon, dan 

8, pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enarn) 

lembar. 

Permohonan pendaftaran tersebut hendaknya diajukan kembali dalam 

waktu secepamya mengingat permohonan pendaftoran hanya dapat diproses 

apabiln telah diajukan secara lengkap paling lambat tanggal I Agustus 2009. 

Kepala Perwakilan RI 
.................. ..., 

Catatan : ' diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun permohonan dibuat; 
2' diisi nama dan alnmnt Pernohon; 
') lampirkan salah satu dokumen yang dimiliki; 
4, pemystaan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran V; 
') pernyataan dibuat sesuai dengan contoh daIam lampiran VT. 

ASASI MANUSIA 



Lampiran VIII 
Peraturan Menteri Hukum dan Kak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Notnor M.O1 -HL.03.01 Tahun 2006 

Tangpol 26 September 2006 

Nomor 
Lampiran : I (satu) bundel berkas 
Perihal : Penyampaian 

Permohonan pendartaran 

. . . . . . . . . . . . . . .) .. . . . . _.. .. . 1 )  

Kcpada Yth. 
Menteri I-lukurn den Hak Asasi Mnnisia 
Republik Indonesia 
di- 
Jakarta 

Menunjuk permohonan pendaftarm Saudara . . . tanggai . . . bulan .. . tahun .... 
bersama ini kami sampaikan permobonan pendotbran unhk memperoIeh kembali 

Kewarganegaraan Republik Indonesin bcrdasarkan Pasal 42 UndangUndang Nomor 12 

Tahun 2006 atas narna : 

yang diiampli dengan : 

(11 fotokopi kutipan akte kelahiran, swat kenal ldur, ijnsah, atau surat-swat lain yang 

membuktikan tentang kelahirnn Pernohon yang disahkan ole11 Petwakilan Republik 

Indonesia; 

[21 fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain 

yang disahkan oleh Perwakilan Repoblik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa 

Pernol~on pernah menjadi Warga Negara Indonesia; 

[3] fotokopi kutipan akte perl<awinanlbuku n i b h  atau kutipan akte perceraian/stuat 

talaldperceraian etau kutipan nkte kcmatian isteritsumi Pemohon yang disahkan 

oteh Perwakilan Repubiik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai; 

(41 fotokopi kutipan akte kelahirnn nnek Pemol~on ymg belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Repub1'i Indonesia; 

[5] pernyatann tertulis bahwn Pemohon ukan setia kepada Negars Kesatuan Republik 

Indonesia, Pancasila, Undnng-Undnng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta &an rnenjalankan 

kewajiban yang dibebnnhn negan sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus 

dm ikhlas; 

[6] pernyataan tertulis dari' Pen~ohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan 

kewarganegaraan asing yang d imili kinyn apabila melnperoleh Kewarganegaraan 

Republik Indonesia; 



[7] daftar riwayat llidup Pemohon; dan 

[8] pasfoto Pernohon ferbaru berwarna ukumn 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar. 

Menurut pemeriksaan kami berkns permohonan tersebut telah rnemenuhl 

persyaratan sebagaimana ditentukan ddam Peratwan Menteri Hukum dan HAM RI 

Nomor ... Talun 2006. 

Kepala Perwakilan RI 
............... ..., 

Catatan : '' diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun permohonan dibuat; 
2, diisi nama Pemohon; 
" [ ] agar diberi tanda 4 sesuai denm dokumen yang dilampirkon 
sebagai kelengkapan permohonan pendaftarm. 

N I-IAK ASASI MANUSIA 


